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MEYLANI PUTRI UTAMI (B 111 12 130), Tinjauan Yuridis Terhadap 
Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri 
Makassar No: 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks). Dibawah bimbingan Bapak H.M. 
Said Karim selaku pembimbing I dan Bapak Amir Ilyas selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Hukum Pidana 
Materiil terhadap penyalahgunaan Narkotika pada perkara 
No.516/Pid.SUS/2015/PN.Mks dan untuk mengetahui pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku.  
Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar, yakni Pengadilan Negeri 
Makassar dengan menggunakan metode data primer dan sekunder. Data 
primer di peroleh secara langsung atau dengan teknik tanya jawab 
(wawancara) langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan 
teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara membaca 
dokumen atau peraturan serta buku-buku literatur yang berhubungan dengan 
materi yang akan dikemukakan dalam skripsi. Setelah semua data terkumpul, 
selanjutnya data tersebut diolah dan di analisa secara kualitatif dan 
selanjutnya di sajikan secara deskriptif  
Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai 
berikut, 1). Penerapan hukum pidana materiil oleh hakim pada perkara Nomor 
516/Pid.Sus/2015/PN.Mks telah tepat dengan terpenuhinya unsur-unsur 
Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika telah terbukti dengan dinyatakannya terdakwa secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. 
2). Adapun pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pada 
perkara Nomor 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks telah sesuai berdasarkan 
pertimbangan yuridis normatif dan sosiologis dan dengan melihat alat-alat 
bukti yang sah. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai 
bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan 
pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar 
akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku 
dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk 
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A. Latar Belakang Masalah 
Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang 
pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, 
namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan 
apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat 
dan seksama. Narkotika merupakan bentuk  zat yang berbeda bahan dan 
penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah 
penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan 
istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan 
istilah narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya. 
Namun pada umumnya orang belum tahu tentang narkotika karena memang 
zat tersebut dalam penyebutannya baik di media cetak maupun media massa 
lainnya telah sering diucapkan dengan istilah narkoba, meskipun mereka 
hanya tahu macam dan jenis dari narkoba tersebut, di antaranya ganja, 
kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu, dan lain sebagainya. 
Narkotika ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan 
dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain 
penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, 
ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional 
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suatu bangsa, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur 
sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika, 
khususnya di Indonesia. 
Masalah narkotika saat ini telah merasuki semua elemen bangsa, 
mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai 
pejabat, bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga tidak steril dari 
penyalahgunaan narkotika, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup 
hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan 
perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif 
dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan 
peredaran narkotika. 
Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang ditengarai sebagai 
tempat lintas narkotika, sehingga kejahatan narkotika bukan lagi kejahatan 
yang sifatnya lokal akan tetapi telah merebak sampai ke seluruh wilayah 
Indonesia dan sering dijadikan sebagai daerah transit oleh para pelaku 
sebelum sampai ke tempat tujuan (negara lain). Oleh sebab itu angka 
perkembangan kasus narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat. 
Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak 
dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan 
hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi 
faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran 
narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan 
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penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan 
gelap narkotika tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur 
masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian 
kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Dalam 
kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba 
tertangkap dan menangkap sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak 
mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. 
Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal 
pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang 
bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga 
permasyarakatan, dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di lembaga 
permasyarakatan tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana 
kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan pidana kepada para 
pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. 
Sementara itu, dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara 
umum masih menganut konsep hanya menghukum terpidana di lembaga 
pemasyarakatan, dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa 
kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam 
lingkungan kehidupan sosial masyarakat. Tindak pidana narkotika yang 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika 
memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam 
kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para 
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terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk 
mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan 
pidana yang tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap 
pelakunya. 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini tidak lagi berpatokan 
kepada penjatuhan hukuman kepada setiap penyalahgunaan narkotika yang 
ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau 
mengurangi kejahatan narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga 
semakin memaksimalkan peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam 
mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika, sehingga dengan 
adanya undang-undang ini, diharapkan kinerja daripada badan tersebut akan 
semakin lebih optimal karena BNN ini juga diberikan kewenangan untuk 
mengadakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus narkotika.  
Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis akan melakukan 
penelitian proposal dengan judul : 
Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus 






B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis 
merumuskan suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, 
yaitu : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap perkara 
tindak pidana penyalahgunaan Narkotika putusan No. 
516/Pid.Sus/2015/PN.Mks? 
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika putusan 
No. 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks? 
 
C. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap perkara 
tindak pidana penyalahgunaan Narkotika putusan No. 
516/Pid.Sus/2015/PN.Mks. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi 
pidana terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika 






D. Kegunaan Penelitian 
1. Kegunaan teoritis, yakni dapat dijadikan sebagai  bahan diskusi untuk 
pembahasan mengenai narkotika dan dapat dijadikan sebagai 
referensi oleh mahasiswa dalam penulisan-penulisan yang terkait 
dengan narkotika selanjutnya. 
2. Kegunaan praktis, yakni berguna bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan dalam penelitian hukum khususnya mengenai 















A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah straftbaar feit dan dalam kepustakaan 
tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan 
pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang 
mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak 
pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 
pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan 
kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. 
Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa 
yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana 
haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk 
dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan 
masyarakat (Kartonegoro, 1990 : 62). 
Menurut Simons (Erdianto Effendi, 2011: 98), berpendapat bahwa 
pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut:  
“Suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh 
undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan 
kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.” 
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Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi (Erdianto Effendi, 2011: 99), 
memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut:  
“Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan 
tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana 
oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan 
kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab).”  
 
Sementara menurut Moeljatno (2009: 59), berpendapat bahwa 
pengertian perbuatan pidana adalah sebagai berikut:  
“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman 
(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang 
melanggar larangan tersebut”. 
 
Lebih lanjut Moeljatno (2009: 59), menambahkan bahwa perbuatan 
pidana adalah:  
“Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam 
pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan 
kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan 
oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan 
kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”  
 
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa 
tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang 
dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut melangggar apa 
yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi 
berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan suatu 
tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi 
pidana atau tidak.  
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Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan 
pidana, maupun peristiwa pidana adalah untuk mengalihkan bahasa dari 
istilah asing strafbaar feit. Namun belum jelas apakah disamping mengalihkan 
bahasa dari istilah strafbaar feit dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan 
pengertiannya ataukah sekedar mengalihkan bahasanya.  
Suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan sanksi pidana pada orang 
yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis: 
tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai 
pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.  
Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu 
perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai criminal 
act,juga ada dasar yang pokok, yaitu “asas legalitas” (Principle of legality). 
Asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang 
dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu 
dalam perundang-undangan, biasanya ini dikenal dengan bahasa latin 
sebagai Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Prorit (tidak ada delik, 
tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).  
Ucapan Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Prorit berasal 
dari von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). 
Menurut von Feurbach (Moeljatno, 2009: 27), asas legalitas 
mengandung tiga unsur yaitu:  
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a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika 
hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.  
b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan 
analogi.  
c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.  
 
Maksud tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 
pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang ialah 
bahwa harus ada aturan undang-undang yaitu aturan hukum yang tertulis 
lebih dahulu, itu dengan jelas tampak dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang 
rumusannya adalah suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali 
berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah 
ada. Kemudian dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana tidak 
boleh digunakan analogi (kias) yang pada umumnya masih dipakai oleh 
kebanyakan negara-negara. 
Tindak pidana merupakan dasar suatu kesalahan dalam suatu 
kejahatan. Untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan dengan 
perbuatan yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau 
kealpaan. Kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk 
kesalahan, sedangkan istilah dari pengertian kesalahan yang dapat 
menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 
bersifat melawan hukum, sehingga perbuatan tersebut harus 
dipertanggungjawabkan, dan bilamana telah terbukti benar terjadi suatu 
tindak pidana maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai 
dengan pasal yang mengaturnya.  
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Konsep kesalahan geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa 
kesalahan) sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang 
atau sesuatu badan hukum dikenai pula di Indonesia. Pasal 1 (satu) KUHP 
berbunyi:  
1) Tiada satu perbuatan pidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan 
perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.  
2) Jika ada perubahan dalam perundangan-undangan sesudah perbuatan 
dilakukan, maka terdakwa diterapkan ketentuan yang paling 
menguntungkannya.  
Walaupun tidak secara tegas disebut dalam KUHP Indonesia tentang 
adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan, namun asas tersebut diakui 
melalui Pasal 1 ayat (1) KUHP. 
 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Kata strafbaar artinya “dapat dihukum‟. Arti harfiahnya ini tidak dapat 
diterapkan dalam bahasa sehari-hari karena yang dapat dihukum adalah 
manusia sebagai pribadi bukan menghukum kenyataan, perbuatan, maupun 
tindakan. Oleh sebab itu, tindak pidana adalah tindakan manusia yang dapat 
menyebabkan manusia yang bersangkutan dapat dikenai hukum atau 
dihukum. Menurut Moeljatno, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari 
unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan 
akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Di samping 
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kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan 
juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. 
(Leden Marpaung, 2006: 10) 
Unsur tindak pidana dapat dibeda-bedakan setidak-tidaknya dari dua 
sudut pandang, yakni (Adami Chazawi, 2002: 79) : 
1. Dari sudut pandang teoritis.  
Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin 
pada bunyi rumusannya.  
2. Dari sudut undang-undang.  
Sudut undang-undang adalah bagimana kenyataan tindak pidana itu 
dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan 
perundang-undangan yang ada.  
 
Menurut Moeljatno (Adami Chazawi, 2002: 79), unsur tindak pidana 
adalah :  
a) Perbuatan 
b) Yang dilarang (oleh aturan hukum) 
c) Ancaman pidana (yang melanggar larangan) 
Dari rumusan R. Tresna (Adami Chazawi, 2002: 80), tindak pidana 
terdiri dari unsur-unsur, yakni :  
a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia) 
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b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
c) Diadakan tindakan penghukuman 
Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) (Adami 
Chazawi, 2002: 81) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:  
a) Perbuatan (yang) 
b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan) 
c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang) 
d) Dipertanggungjawabkan 
 
Sementara itu Schravendijk (Adami Chazawi, 2002: 81) dalam 
batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, terdapat unsur-unsur 
sebagai berikut:  
a) Kelakuan (orang yang);  
b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;  
c) Diancam dengan hukuman;  
d) Dilakukan oleh orang (yang dapat);  
e) Dipersalahkan/kesalahan.  
 
Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun 
pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-
unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.  
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Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu 
yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam buku III KUHP 
memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam 
KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, (Adami Chazawi, 
2002: 82) yaitu :  
a) Unsur tingkah laku;  
b) Unsur melawan hukum;  
c) Unsur kesalahan;  
d) Unsur akibat konstitutif;  
e) Unsur keadaan yang menyertai;  
f) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;  
g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;  
h) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;  
i) Unsur objek hukum tindak pidana;  
j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;  
k) Unsur syarat tambahan unsur memperingan pidana.  
 
Oleh sebab itu unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :  
a) Merupakan perbuatan manusia;  
b) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); dan  




Syarat formil diperlukan untuk memenuhi asas legalitas dari hukum itu 
sendiri. Maksudnya adalah perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana bila 
telah diatur dalam aturan hukum. Tindakan-tindakan manusia yang tidak atau 
belum diatur dalam aturan hukum tidak dapat dikenai sanksi dari aturan 
hukum yang bersangkutan. Biasanya akan dibentuk aturan hukum yang baru 
untuk mengatur tindakan-tindakan tersebut. Bila dirinci maka unsur-unsur 
tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif, yang 
menjelaskan manusia yang dimaksud yang dapat diartikan dengan setiap 
orang, penyelenggara negara, pengawai negeri, maupun korporasi atau 
kumpulan orang yang berorganisasi. Unsur subjektif, unsur ini meliputi: 
a. Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran 
kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 
KUHP), pembunuhan (Pasal 338).  
b. Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan 
kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 
359 KUHP), dan lain-lain.  
c. Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau 
poging (Pasal 53 KUHP). 
d. Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 
362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 
KUHP), dan lain-lain  
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e. Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana hal ini 
terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh 
anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan 
rencana (Pasal 342 KUHP).  
Sementara unsur objektif adalah janji, kesempatan, kemudahan 
kekayaan milik negara yang terdiri dari uang, daftar, surat atau akta, dan tentu 
saja barang. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku 
tindak pidana. Unsur ini meliputi :  
a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan 
manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 
338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).  
b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam 
delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya 
pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), 
dan lain-lain.  
c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan 
diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum 
pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak 
dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.  
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Unsur-unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi kembali atau 
menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia 
yang dapat dikenai aturan hukum. 
 
B. Narkotika 
1. Pengertian Narkotika 
Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat 
yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh 
terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa:  
a. Mempengaruhi kesadaran  
b. Memberi dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku 
manusia 
c. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa, penenang, 
perangsang (bukan rangsangan seks) dan menimbulkan 
halusinasi.  
Kata narkotika (narcotic) berasal dari bahasa Yunani yakni “narke” 
yang berarti terbius atau tidak merasakan apa-apa.Secara umum narkotika 
dapat didefenisikan sebagai bahan atau zat yang dapat berfungsi sebagai 
obat atau yang dapat mempengaruhi kesadaran, yang bila disalahgunakan 
dapat merusak fisik (seperti ketagihan) dan mental (hilangnya kesadaran, 
tingkah laku, dorongan/ keinginan) si pemakai.  
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Berikut beberapa defenisi mengenai narkotika :  
Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa :  
“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 
bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya 
rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam 
golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-
Undang ini.”  
 
 Smith Kline dan french Clinical staff (Taufik Makarao, dkk; 2003,18) 
membuat defenisi tentang narkotika sebagai berikut :  
“Narcotic are drugs which produce insensibility or stupor due to 
their deppressent effect on the central nervous syste. Included in 
this definition are opium, opium derivaties (morphine, codein, 
heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone).”  
 
“Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan 
ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut 
bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi 
narkotika ini sudah termasuk jenis candu (morphine, 
codein,heroin) dan candu sintesis (meperidine, methadone).”  
 
Hari Sasangka (2003: 33-34) menjelaskan bahwa defenisi lain dari 
biro bea dan cukai Amerika Serikat, antara lain mengatakan bahwa yang 
dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan 
mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, 
hashish, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan 




M. Ridha Ma’roef (Hari Sasangka, 2003: 33-34) mengambil 
kesimpulan dari kedua defenisi tersebut, yaitu :  
a) Bahwa narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan narkotika 
sintesis. Yang termasuk narkotika alam ialah berbagai jenis candu, 
morphine, heroin, ganja, hashish, codein, cocaine. Narkotika alam ini 
termasuk dalam pengertian sempit. Sedangkan narkotika sintesis 
adalah termasuk dalam pengertian narkotika secara luas. Narkotika 
sintesis yang termasuk didalamnnya za-zat (obat) yang tergolong 
dalam tiga jenis obat yaitu: Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant.  
b) Bahwa narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral yang 
akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. 
Berbahaya bila disalahgunakan.  
c) Bahwa narkotika dalam pengertian disini adalah mencakup obat-obat 
bius dan obat-obat berbahaya atau nercotic and dangerous drugs.  
 
Didalam bukunya, Ridha Ma’roef mengatakan bahwa Narkotika ialah 
Candu, Ganja, Cocaine, dan Zat-Zat yang bahan mentahnya diambil dari 
benda-benda termasuk yakni Morphine, Heroin, Codein Hashisch, Cocaine. 
Dan termasuk juga Narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang 
tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulan 
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Pengertian narkotika secara farmakologis medis, menurut Ensiklopedia 
VI adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal 
dari daerah VISERAL dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih 
sadar tapi harus digertak) serta adiksi (Hari Sasangka, 2003: 35). 
2. Jenis-jenis Narkotika 
a. Opium  
Opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak 
biji tanaman samni vervum yang belum masak. Jika buah candu yang bulat 
telur itu kena torehan, getah tersebut jika ditampung dan kemudian dijemur 
akan menjadi opium mentah. Cara modern untuk memprosesnya sekarang 
adalah dengan jalan mengolah jeraminya secara besar-besaran, kemudian 
dari jerami candu yang matang setelah diproses akan menghasilkan alkolida 
dalam bentuk cairan, padat dan bubuk (Andi Hamzah dan RM. 
Surahman,1994:16).  
Dalam perkembangan selanjutnya opium dibagi kepada:  
1) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari dua 
tanaman papaver somni verum yang hanya mengalami pengolahan 
sekadar untuk pembungkusan dari pengangkutan tanpa memerhatikan 
kadar morfinnya.  
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2) Opium masak adalah:  
a) Candu, yakni yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu 
rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan 
dan peragian, atau tanpa penambahan bahan lain, dengan 
maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk 
pemadatan. Jicing, yakni sisa-sisa dari candu yang telah diisap, 
tanpa memerhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun 
atau bahan lain.  
b) Opium Obat adalah opium mentah yang tidak mengalami 
pengolahan sehingga sesuai untuk pegobatan baik dalam bubuk 
atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat 
farmakologi.  
Menurut Smite Kline, gejala putus obat (uithdrawe) dari candu adalah 
(Hari Sasangka, 2003:41) :  
a. Gugup, cemas dan gelisah  
b. Kupil mengecil dan bulu roma berdiri  
c. Sering menguap, mata dan hidung berair, berkeringat  
d. Badan panas dingin, kaki dan punggung tersa sakit  
e. Diare, tidak dapat istirahat dan muntah-muntah  
f. Berat badan dan nafsu makan berkurang, tidak bisa tidur  
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g. Pernapasan bertambah kencang, temperatur dan tekanan darah 
bertambah  
h. Perasaan putus asa  
 
1) Morphin  
Perkataan “morphin” itu berasal dari bahasa Yunani “Morpheus” yang 
artinya dewa mimpi yang dipuja-puja. Nama ini cocok dengan pecandu 
morphin, karena merasa play di awang-awang. Morphin adalah jenis narkotika 
yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium. Sekitar 4-21% morphin 
dapat dihasilkan dari opium. Morphin adalah prototipe analgeik yang kuat, 
tidak berbau, rasanya pahit, berbentuk kristal putih, dan warnanya makin lama 
berubah menjadi kecokelat-cokelatan.  
Morphin adalah alkoloida utama dari opium, dengan rumus kimia C17 
H19 NO3. Ada tiga macam morphin yang beredar di masyarakat, yaitu:  
a) Cairan yang berwarna putih, yang disimpan di dalam sampul 
atau botol kecil dan pemakainya dengan cara injeksi 
b) Bubuk atau serbuk berwarna putih seperti bubuk kapur atau 
tepung dan mudah larut di dalam air, ia cepat sekali lenyap 
tanpa bekas. Pemakaiannya adalah dengan cara menginjeksi, 
merokok dan kadang-kadang dengan menyilet tubuh 




2) Ganja  
Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari semua tanaman genus 
cannabis, termasuk biji dan buahnya. Damar ganja adalah damar yang 
diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang 
menggunakan damar sebagai bahan dasar. Daunnya berbentuk seperti tapak 
tangan bergerigi dan selalu ganjil. Ganja berisi zat kimia yang disebut delta-9 
hidro kanabinol (THG) yang mempengaruhi cara melihat dan mendengar 
sesuatu. Yang dimanfaatkan dari tanaman ini adalah daun,bunga, biji, dan 
tangkainya.  
Ganja mempunyai efek psikis antara lain ; timbulnya sensasi, perasaan 
gembira, ketawa tanpa sebab, lalai, malas, senang, banyak bicara, 
berhalusinasi, lemah daya ingat dan daya fikir, sensitif dan bicaranya 
ngelantur.  
Adapun bentuk-bentuk ganja dapat dibagi dalam lima bentuk yaitu : 
a) Berbentuk rokok lintingan yang disebut reefer  
b) Berbentuk campuran, dicampur tembakau untuk rokok  
c) Berbentuk daun, biji, dan tangkai ntuk rokok  
d) Berbentuk bubuk dan damar yang dapat dihisap melalui hidung  
e) Berbentuk damar hashish berwarna coklat kehitam-hitaman 





3) Kokain  
Tanaman koka adalah tanaman dari semua genus erithroxylon dari 
keluarga eryhroxlaceae. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah 
dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus 
erithroxylon dari keluarga eryhroxlaceae, yang menghasilkan kokain kokain 
secra langsung atau melalui perubahan kimia. Kokain mentah adalah semua 
hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung 
untuk mendapatkan kokain. Kakaina adalah mentil ester I-bensoil ekgonina 
dengan rumus kimia C17 H21 NO4.13).  
Bentuk dan macam cocaine yang terdapat di dunia perdagangan gelap 
di antaranya yaitu:  
a) Cairan berwarna putih atau tanpa warna 
b) Kristal berwarna putih seperti damar (getah perca) 
c) Bubuk berwarna putih seperti tepung 
d) Tablet berwarna putih.  
Kokain adalah obat yang termasuk dalam golongan stimultant saraf 
pusat yang populer pada tahun 1980-an sampai sekarang. Obar ini banyak 
disalahgunakan (drug abuse) sehingga menimbulkan ketagihan (adiksi) bagi 
penggunanya. Kokain berasal dari daun Erythroylon Coca L. Tanaman 
tersebut kebayakan ditanam dan tumbuh didataran tinggi Andes Amerika 
Selatan khususnya Peru dan Bolivia. Tumbuh juga di Ceylon, India dan Jawa. 
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Di pulau Jawa kadang-kadangditanam secara sengaja, tetapi sering tumbuh 
sebagai tanaman pagar (Hari Sasangka, 2003:55).  
Kokain ditemukan dalam dua bentuk yaitu garam kokain dan kokain 
basa. Bentuk garam (kokain-HCL) mudah larut dalam air dan biasanya 
digunakan dengan cara dihirup. Sedangkan kokain basa digunakan dengan 
cara dijadikan rokok. Yang paling sering digunakan adalah cara dihirup dan 
kokain itu diabsors lewat mukosa hidung dan masuk dalam darah , dan cepat 
didistribusikan keotak.  
4)  Heroin  
Heroin atau diacethyl morpin adalah suatu zat semi sintetis turunan 
motpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan dan 
proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara acethalasi dengan 
aceticanydrida. 
Heroin dapat diklasifikasikan sebagai berikut:  
a) Heroin nomor satu, bentuknya masih merupakan 
bubuk atau gumpalan yang berwarna kuning tua 
sampai coklat 
b) Heroin nomor dua, sudah merupakan bubuk berwarna 
abu-abu sampai putih dan masih merupakan bentuk 
transisi dari morphine ke heroin yang belum murni 
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c) Heroin nomor tiga, merupakan bentuk butir-butir kecil 
kebanyakan agak berwarna abu-abu juga diberi warna 
lain untuk menandai ciri khas oleh pembuatnya 
d) Heroin nomor empat, bentuknya sudah merupakan 
kristal khusus untuk disuntikkan.  
 
5) Shabu-shabu  
Shabu-shabu berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil 
berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Air shabu-
shabu juga termasuk turunan amphetamine yang jika dikonsumsi memiliki 
pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak. Pemakainya segera akan aktif, 
banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah vekerja lama, tidak merasa lapar, 
dan tiba-tiba memiliki rasa percaya diri yang besar.  
 
6) Ekstasi  
MDMA (Methylene Dioxy Meth Amphetamine) atau yang umumnya 
dikenal sebagai ekstasi memiliki struktur kimia dan pengaruh yang mirip 
dengan amfetamin dan halusinogen. Ekstasi biasanya berbentuk tablet 
berwarna dengan disain yang berbeda-beda. Ekstasi bisa juga berbentuk 
bubuk atau kapsul. Seperti kebanyakan obat terlarang, tidak ada kontrol yang 
mengatur kekuatan dan kemurnian salah satu jenis narkoba ini. Bahkan tidak 
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ada jaminan bahwa sebutir ekstasi sepenuhnya berisi ekstasi. Seringkali 
ekstasi dicampur dengan bahan-bahan berbahaya lainnya.  
Pengaruh langsung pemakaian ekstasi yaitu :  
a) Perasaan gembira yang meluap-luap 
b) Perasaan nyaman  
c) Rasa mual  
d) Berkeringat & dehidrasi (kehilangan cairan tubuh)  
e) Meningkatnya kedekatan dengan orang lain  
f) Percaya diri meningkat dan rasa malu berkurang  
g) Rahang mengencang dan gigi bergemeletuk  
h) Paranoia, kebingungan  
i) Meningkatnya kecepatan denyut jantung, suhu tubuh dan tekanan 
darah  
j) Pingsan, jatuh atau kejang-kejang (serangan tiba-tiba).  
 
Sedikit yang diketahui tentang pengaruh jangka panjang dari 
pemakaian ekstasi, tetapi kemungkinan kerusakan mental dan psikologis 
sangat tinggi. Berikut adalah apa saja yang kita sudah tahu:  
a) Ekstasi merusak otak dan memperlemah daya ingat  
b) Ekstasi merusak mekanisme di dalam otak yang mengatur daya belajar 
dan berpikir dengan cepat  
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c) Ada bukti bahwa obat ini dapat menyebabkan kerusakan jantung dan 
hati  
d) Pemakai teratur telah mengakui adanya depresi berat dan telah ada 
kasus-kasus gangguan kejiwaan.  
 
Jenis ekstasi (tergolong jenis adiktif) yang sudah beredar di Indonesia 
dari ratusan jenis ekstasi yang sudah ada, di antaranya sebagai berikut: Star: 
mempunyai logo bintang, Dollar: mempunyai logo uang dolar Amerika, Apple: 
mempunyai logo apel; Mellon/555: mempunyai logo 555 berwarna hijau, Pink: 
berwarna merah hujau, Butterfly: mempunyai logo kupu-kupu dan berwarna 
biru, Pinguin, Lumba-lumba, RN: mempunyai logo RN berwarna hijau laut, 
Elektrik, Apache, Bon Jovi, Kangguru, Petir, Tanggo, Diamond: berwarna 
intan warna hijau, Paman Gober: logo mirip paman gober, Taichi: berwarna 
biru atau kuning, Balck Heart: berbentuk hati berwarna hitam (Hamami Nata, 
1997:8-9).  
7) Narkotika sintesis dan buatan  
Yaitu sejenis narkotika yang dihasilkan dengan malalui proses kimia 
secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu 
kependekan dari narkotika, Alkohol, psikotropika dan Zat adiktif. Napza 
termasuk zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak 
sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, fikiran, persepsi 
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dan kesadaran. Narkotika sintesis ini terbagi menjadi 4 (empat) bagian sesuai 
menurut reaksi pada pemakainya :  
a) Depressant  
Depressant atau depresif, yaitu mempunya efek mengurangi kegiatan 
dari susunan saraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan saraf 
seseorang atau mempermudah orang untuk tidur. Yang dimaksud zat adiktif 
dalam golongan depressant adalah Sedative/ Hinotika ( obat penghilang rasa 
sakit), Tranguilizers (obat penenang), Mandrax, Ativan, Valium 5, Metalium, 
Rohypnol, Nitrazepam, Megadon, dan lain-lain. Pemakai obat ini menjadi 
delirium, bicara tidak jelas, ilusi yang salah, tak mampu mengambil keputusan 
yang cepat dan tepat.  
b) Stimulants  
Yaitu meransang sistem saraf simpatis dan berefek kebalikan dengan 
depressant, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekuensi denyut 
jantung denyut jantung bertambah atau berdebar, merasa lebih tahan bekerja, 
merasa gembira, suka tidur, dan tidak merasa lapar.  
Obat-obat yang tergolong stimulant adalah Amfetamine atau ectacy, 
Menth-Amphetamine atau shabu-shabu, Kafein, Kokain, Khat, Nikotin. Obat 
ini khusus digunakan dalam waktu singkat guna mengurangi nafsu makan, 
mempercepat metabolisme tubuh, menaikkan tekanan darah, memperkeras 
denyut jantung, serta menstimulir bagian-bagian saraf dari otak yang 
mengatur semangat dan kewaspadaan.  
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c) Hallucinogens  
Zat yang dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata 
yang kemudian meningkat pada halusinasi-halusinasi atau khyalan karena 
opersepsi yang salah, artinya sipemakai tidak dapat membedakan apakah itu 
nyata atau hanya ilusi saja. Yang termasuk dalam golongan obat ini adalah, L. 
S. D. (Lysergic Acid Diethylamide), P. C. D. (Phencilidine), D. M. T. 
(Demithyltrytamine), D. O. M. (illicid forms of STP), Psylacibe Mushroom, 
Peyote Cavtus, Buttons dan Ground Buttons.  
d) Obat adiktif lain  
Yaitu minuman yang mengandung Alkohol, seperti wine, beer, vodka, 
whisky dan lain-lain. Pecandu alkohol cenderung mengalami kurang gizi 
karena alkohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam 
amino, kalsium, asam folat, magnesium, dan vitamin B12. Keracunan 
alokohol akan menimbulkan gejala muka merah, gangguan keseimbangan 
dan kordinasi motorik. Akibat yang paling fatal adalah kelainan fungsi 
susunan syaraf pusat yang dapat mengakibatkan koma.  
 
Dari uraian jenis narkotika diatas kita dapat menggolongkannya 
menjadi 3 kelompok seperti yang dijelaskan didalam Pasal 6 ayat ( 1 ) 
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digolongkan 
menjadi :  
31 
 
a. Narkotika Golongan I : Narkotika yang paling berbahaya dengan daya 
adiktif yang sangat tinggi dan menyebabkan ketergantungan. 
Karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk pengobatan, 
kecuali penelitian dan pengembangan pengetahuan.  
Yang termasuk narkotika golongan I yaitu Ophium, Morphine, Heroin 
dan lain-lain.  
b. Narkotika Golongan II :Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan 
digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi 
dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta 
mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan.  
Yang termasuk narkotika golongan II yaitu Ganja, Ekstasi, Shabu-
shabu, Hashish dan lain-lain.  
c. Narkotika Golongan III : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan 
banyak dugunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu 
pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan 
ketergantungan.  
Yang termasuk narkotika golongan III yaitu minuman yang 






3. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika 
Umumnya, jenis-jenis tindak pidana Narkotika dapat dibedakan 
menjadi berikut ini:  
a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika  
Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dibedakan menjadi dua 
macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.  
b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli Narkotika  
Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli disini bukan 
hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor 
impor dan tukar menukar Narkotika.  
c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan Narkotika  
Tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, 
mengirim, mengangkut, dan mentrasito Narkotika. Selain itu, ada juga 
tindak pidana di bidang pengangkutan Narkotika yang khusus ditujukan 
kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan 
tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 UU 
Narkotika, berbunyi sebagai berikut:  
Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak 
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 
28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 
(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah).  
 
d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan Narkotika  
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e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkotika 
Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu 
Narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat 
merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang 
bersangkutan.  
f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi  
Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label 
pada kemasan Narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku 
Narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 UU 
Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran 
atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat 
merupakan tindak pidana. 
g. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan Narkotika 
Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan 
penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan 
barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status 
barang bukti ditentukan dalam Putusan pengadilan. Apabila barang 
bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus 
ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.  
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Dalam tindak pidana Narkotika ada kemungkinan barang bukti yang 
disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak 
mungkin barang bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya. 
Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan 
dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan 
pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara. 
Sehubungan dengan haltersebut, apabila penyidik tidak melaksanakan 
tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana.  
h. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur 
Tindak pidana dibidang Narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh 
orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula 
bersama-sama dengan anak dibawah umur ( belum genap 18 tahun 
usianya). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah 
umur untuk melakukan kegiatan Narkotika merupakan tindak pidana.  
Secara aktual, penyalahgunaan Narkotika sampai saat ini mencapai 
tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat 
dengan mudah mendapatkan Narkotika, misalnya dari bandar/pengedar yang 
menjual di daerah sekolah, diskotik, dan berbagai tempat lainnya. Bisnis 
Narkotika telah tumbuh dan menjadi bisnis yang banyak diminati karena 
keuntungan ekonomis.  
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Didalam UU Narkotika telah diatur sedemikian rupa mengenai bentuk 
penyalahgunaan Narkotika, misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika 
menyatakan bahwa:  
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk 
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 
menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahundan pidana denda 
paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).  
 
Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 
Ayat (1) UU Narkotika diatas menunjukkan bahwa undang-undang 
menentukan semua perbuatan dengan tanpa tanpa hak atau melawan hukum 
untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi 
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I 
karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya 
kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang 
dengan tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan 
penyalahgunaan Narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang 
dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.  
Ketentuan mengenai sanksi dalam UU Narkotika sangat besar. Sanksi 
pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun 
penjara bahkan pidana mati jika memproduksi Narkotika golongan I lebih dari 
1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam undang-
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undang Narkotika tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) 
sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). 
 
C. Penyalahgunaan Narkotika 
1. Pengertian Penyalahgunaan 
Istilah “penyalahgunaan” berasal dari kata dasar “salah guna” yang 
artinya melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Dalam kamus besar 
Bahasa Indonesia, penyalahgunaan didefinisikan sebagai berikut: 
 “proses, cara, perbuatan menyalahgunakan”  
 
Sementara Salim dan Salim (1991:37) merumuskan  
“Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng 
untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau 
menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya“ 
 
2. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika 
Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah 
penyalahgunaan tersebut. Hanya istilah penyalahguna yaitu orang yang 
menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.  
Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (drug abuse) 
dapat pula diartikan mempergunakan obat atau narkotika bukan untuk tujuan 
pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu 
penyembuhan dan sebagai obat terapi. Apabila orang yang tidak sakit 
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mempergunakan narkotika, maka ia akan merasakan segala hal yang berbau 
abnormal.  
 
D. Pidana Dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan  
Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana 
yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah umum untuk 
keduanya, yaitu straf. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala 
macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan 
istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.  
Menurut Van Hamel (P.A.F Lamintang, 1984: 47), mengatakan bahwa: 
Arti dari pidana itu adalah straf menurut hukum positif dewasa ini, 
adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan 
oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama 
negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang 
pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar 
suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh negara.  
Muladi dan Barda Nawawi Arief (Amir Ilyas, Yuyun Widaningsih, 
2010:12), menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri 
sebagai berikut:  
a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan 




b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan 
yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) 
c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan 
tindak pidana menurut undang-undang.  
Adapun pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan 
juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada 
umumnya diartikan sebagai hukuman sedangkan “pemidanaan” diartikan 
sebagai penghukuman.  
Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana 
seorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto (M. Taufik 
Makarao, 2005: 16), menyebutkan bahwa: 
“Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat 
diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang 
hukumnya (berchten) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu 
tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga 
perdata.”  
 
Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali 
disinonimkan dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana 
oleh hakim.  
 
2. Teori dan Tujuan Pemidanaan  
Ada tiga teori pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana menurut 
Antonius Sudirman (2009: 107-112), yaitu:  
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a. Teori absolut atau teori pembalasan 
Dikatakan dalam teori ini, setiap kejahatan haruslah diikuti dengan 
pidana. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. 
Penganut teori pembalasan ini antara lain Kant dan Hegel. Mereka 
menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat dilakukannya suatu 
kejahatan. Sebab melakukankejahatan, maka akibatnya harus dihukum. 
Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang melakukan kejahatan. Semua 
perbuatan yang berlawanan dengan keadilan harus menerima pembalasan. 
Menurut Sthal (Adami Chazawi, 2002: 155), mengemukakan bahwa:  
“Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan 
Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai 
abdi atau wakil Tuhan di dunia, karena itu negara wajib 
memelihara dan melaksankan hukum dengan cara setiap 
pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan 
pidana terhadap pelanggarannya”.  
 
b. Teori relatif atau teori tujuan  
Berdasarkan teori ini, suatu kejahatan yang dilakukan tidak mutlak 
harus diikuti dengan suatu pidana atau hukuman. Penganjur teori ini antara 
lain Paul Anselm van Feurbach. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda 
sekali dengan teori absolut. Kalau dalam teori absolut itu, tindakan pidana 
dihubungkan dengan kejahatan, maka teori relatif ditujukan kepada hari-hari 
yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat 




c. Teori gabungan (Verenigings-Theorien)  
Teori ini dipelopori oleh Hugo De Groot (Ilhami Basri, 2003: 12), 
beranjak dari pemikiran bahwasanya pidana merupakan suatu cara untuk 
memperoleh keadilan absolut, dimana selain bermuatan pembalasan bagi si 
pelaku kejahatan, sekaligus mencegah masyarakat lain sebagai pelaku 
kejahatan.  
Teori gabungan ini adalah teori kombinasi dari teori absolut dan relatif. 
Teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan 
penderitaan jasmani juga psikologis, yang terpenting adalah memberikan 
pembinaan dam pendidikan.  
Namun demikian, satu hal yang senantiasa harus dingat adalah bahwa 
penjatuhan pidana merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Walaupun 
pemidanaan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang 
nyata, tetapi perampasan HAM seorang yang terbukti melakukan tindak 
pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan yang lebih baik, yaitu 
memperbaiki si terpidana dan memulihkan keadaan masyarakat serta harus 
dilakukan dengan patokan, standar dan prosedur yang ketat dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Dengan demikian sifat pelanggaran HAM-nya 
menjadi hilang.  
Menurut Erdianto Effendi (2011: 141), tujuan pemidanaan mempunyai 
tujuan ganda, yaitu:  
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a. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan 
meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang 
terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada 
dapat selesai 
b. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pemidanaan 
bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk 
merendahkan martabat manusia.  
 
3.  Jenis-Jenis Pidana dan Pemidanaan 
Dalam Pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana digolongkan menjadi dua, 
yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk satu kejahatan atau 
pelanggaran, hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok, namun dalam 
beberapa hal yang ditentukan dalam undang-undang, dapat pula ditambah 
dengan salah satu dari pidana tambahan.  
a. Pidana pokok  
Berikut jenis-jenis pidana pokok yang dirumusankan dalam Pasal 10 
KUHP adalah sebagai berikut:  
1) Pidana mati  
Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003: 175), tujuan hukuman mati selalu 
diarahkan kepada khalayak ramai agar dengan ancaman hukuman mati, akan 
takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan 
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mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah pada zaman dahulu 
hukuman mati dilaksanakan di muka umum.  
Hukuman pidana mati yang berlaku di Indonesia diatur dalam 
Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum 
dan Militer. Dalam pasal 1 penetapan presiden No. 2 Tahun 1964 ini secara 
tegas menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh 
pengadilan, baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan militer, 
dilakukan dengan ditembak sampai mati.  
2) Pidana penjara  
Menurut P.A.F. Lamintang (Amir Ilyas, 2012: 110), menyatakan bahwa:  
Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa 
pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang 
dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga 
pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu menaati semua 
peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan 
yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang 
telah melanggar peraturan tersebut.  
Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara 
otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut 
terbatasi, seperti hak untuk dipilih dan memilih (dalam kaitannya 
dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik dan lain-lain.  
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3) Pidana kurungan 
Hal-hal yang diancamkan dengan pidana kurungan adalah delik yang 
dipandang ringan seperti delik culpa dan pelanggaran.  
Menurut Niniek Suparni (2007: 23), bahwa pidana kurungan adalah 
sebagai berikut: Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman 
perampasan kemerdekaan bagi si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat 
ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara 
yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.  
4) Pidana denda  
Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana 
denda oleh hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh 
karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.  
Pidana denda ini dapat ditanggung oleh orang lain selama pelaku delik 
terpidana. Oleh karena itu, walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana 
pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang 
atas nama terpidana.  
Apabila terpidana tidak membayar uang denda yang telah diputuskan, 
maka konsekuensinya adalah harus menjalani kurungan (jika pidana denda 
tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, Pasal 30 ayat (2) KUHP) 





b. Pidana tambahan  
Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana 
pokok yang dijatuhkan. Pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri kecuali 
dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana 
tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. 
Dengan kata lain, pidana tambahan hanyalah aksesoris yang mengikut pada 
pidana pokok.  
Yang termasuk kedalam jenis pidana tambahan adalah sebagai 
berikut: 
1. Pencabutan hak-hak tertentu  
Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat 
dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:  
a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;  
b) Hak memasuki Angkatan Bersenjata;  
c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan 
aturan-aturan umum;  
d) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan 
pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau 
pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;  
e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau 
pengampuan atas anak sendiri;  
f) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.  
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2. Perampasan barang tertentu  
Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya 
pidana denda. Jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim, 
yaitu berupa barang-barang milik terhukum, yaitu barang yang diperoleh 
dengan kejahatn dan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan. 
Tidak diperkenankan merampas semua barang milik si terhukum.  
Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat 
dalam Pasal 39 KUHP yaitu:  
Ayat (1) yaitu Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari 
kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat 
dirampas.  
Ayat (2) yaiyu Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak 
dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan 
putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam 
undang-undang.  
Ayat (3) yaitu Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang 
bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-
barang yang telah disita.  
 
3. Pengumuman putusan hakim  
Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP, yang 
mengatur bahwa: Apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan 
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berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, maka 
ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas 
biaya terpidana.  
Pidana tambahan pengumuman hakim ini dimaksudkan terutama untuk 
pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaian busuk atau 
kesemberonoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan 
apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana 
tertentu, misalnya Pasal-pasal 128, 206, 361, 377, 395, dan Pasal 405 KUHP. 
 
E. Pertimbangan Hakim  
Berbicara mengenai pertimbangan hakim artinya kita tidak lepas dari 
pembicaraan mengenai pendekatan-pendekatan hukum yang digunakan oleh 
hakim dalam memutus suatu perkara. Ketika hakim cendrung ekstrim hanya 
menggunakan satu jenis pendekatan saja, apakah itu pendekatan normatif, 
atau pendekatan empiris dan atau pendekatan filsufis saja, maka akan 
menghasilkan putusan yang menurut saya tidak adil. Ketiga jenis pendekatan 
ini oleh hakim, harusnya digunakan secara bersama-sama dan proporsional 
sehingga menghasilkan putusan yang proporsional pula.  
Menurut Achmad Ali (2009 :178), ketiga jenis pendekatan itu ialah 
sebagai berikut:  
1. Pendekatan normative  
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Pendekatan normatif memfokuskan kajiannya dengan memendang 
hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi seperangkat asas-
asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun 
tidak tertulis). 
2. Pendakatan empiris atau legal impirical  
Pendekatan empiris memfokuskan kajiannya dengan memandang 
hukum sebagai seperangkat realitas, seperangkat tindakan, dan seperangkat 
perilaku. 
3. Pendekatan filsufis  
Pendekatan filsufis memfokuskan kajiannya dengan memandang 
hukum sebagai seperangkat nilai-nilai moral serta ide-ide yang abstrak, 
diantaranya kajian tentang moral keadilan.  
Berikut akan penulis uraikan mengenai pendekatan-pendekatan atau 
pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada 
pelaku tindak pidana. 
a. Pertimbangan Normatif / Yuridis  
Hukuman atau sanksi yang diatur oleh hukum pidana yang mana 
membedakan hukum pidana dengan hukum yang lain. Hukuman dalam 
hukum pidana ditujukan dalam rangka memelihara keamanan dan pergaulan 
hidup yang teratur.  
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Berdasarkan maksud atau tujuan, hukuman dijatuhkan adalah untuk 
memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Pada 
dasarnya tujuan pemberian hukuman adalah untuk mempertahankan tata 
tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si pelaku. Demi 
timbulnya tata tertib hukum diperlukan implementasi tentang tujuan 
pemidanaan dan hukuman dapat seimbang. Mengenai hukum pidana tersebut 
dapat bersifat fleksibel dalam artian dapat diringankan atau diberatkan yang 
tentunya tetap diberlakukan adanya syarat yang menjadi jaminan kepastian 
hukum.  
1) Dasar Pemberatan Pidana  
Dalam Undang-undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan 
pidana umum dan dasar-dasar pemberatan pidana khusus. Dasar 
pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk 
segala macam tindak pidana, baik yang ada di dalam kodifikasi maupun 
tindak pidana di luar KUHP. Dasar pemberatan pidana khusus adalah 
dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku 
untuk tindak pidana yang lain. 
2) Dasar Pemberatan Pidana Umum  
Menurut Johnkers (Zainal Abidin Farid, 2007:427) bahwa dasar umum 
strafverhogingsgronden atau dasar pemberatan atau penambahan pidana 
umum, yaitu:  
a) Kedudukan sebagai pegawai negeri 
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b) Recideive (pengulangan delik) 
c) Samenloop(gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik) atau 
concursus.  
Undang-undang mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan 
diperberatnya pidana umum, ialah:  
a. Dasar pemberatan karena jabatan.  
Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP yang 
rumusan lengkapnya adalah:  
“Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar 
suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan 
tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang 
diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah 
sepertiga”.  
 
b. Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera 
kebangsaan.  
Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera 
kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 ayat (1) KUHP yang berbunyi : 
“Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan 
Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah 
sepertiga”. 
c. Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (Recidive).  
Mengenai pengulangan ini KUHP mengatur sebagai berikut:  
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1) Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak 
pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi 
pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana-
tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, Pasal 
487,Pasal 488 KUHP; dan  
2) Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386, Pasal 387, dan Pasal 
388 itu, KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus 
tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 Ayat 
(3), Pasal 489 Ayat (2),Pasal 495 Ayat (2),Pasal 501 Ayat (2),Pasal 
512 Ayat (3).  
Menurut Pasal 486,Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP, pemberatan 
pidana adalah dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum pidana 
(penjara menurut Pasal 486 dan Pasal 487, dan semua jenis pidana menurut 
Pasal 488) yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan. Sementara 
pada recidive yang ditentukan lainnya di luar kelompok tindak pidana yang 
termasuk dan disebut dalam ketiga pasal ini, adalah juga yang diperberat 
dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum. Tetapi banyak 
yang tidak menyebut “dapat ditambah dengan sepertiga”, melainkan 
diperberat dengan menambah lamanya saja, misalnya dari 6 hari kurungan 
menjadi dua minggu kurungan (Pasal 492 ayat (2) ), atau mengubah jenis 
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pidananya dari denda diganti dengan kurungan (Pasal 495 ayat (2) dan Pasal 
501 ayat (2) ).  
Adapun dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini terletak pada 
tiga faktor, yaitu :  
1) Lebih dari satu kali melakukan tindak pidana.  
2) Telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara 
karena tindak pidana yang pertama.  
3)  Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan.  
 
d. Dasar pemberatan pidana karena perbarengan (concursus)  
Ada 3 (tiga) bentuk concursus yang dikenal dalam hukum pidana, yaitu 
concursus idealis, concursus realis dan perbuatan berlanjut.  
1) Concursus idealis  
Concursus idealis yaitu suatu perbuatan yang masuk kedalam lebih 
dari satu aturan pidana. Disebut juga sebagai gabungan berupa satu 
perbuatan, yakni suatu perbuatan meliputi lebih dari satu pasal ketentuan 
hukum pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam concursus 
idealis adalah sistem absorbsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang 




a) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, 
maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; 
jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana 
pokok yang paling berat.  
b) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang 
umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya 
yang khusus itulah yang dikenakan.  
b) Concursus realis  
Concursus realis atau gabungan beberapa perbuatan terjadi apabila 
seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu 
berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. Sistem pemberian pidana bagi 
concursus realis ada beberapa macam, yaitu:  
1) Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok 
sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa 
jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat 
ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem absorbsi yang 
dipertajam.  
2) Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang 
tidak sejenis, maka semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap 
kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum 
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pidana terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem 
kumulasi diperlunak.  
3) Apabila concursus realis berupa pelanggaran, maka menggunakan 
sistem kumulasi yaitu jumlah semua pidana yang diancamkan. Namun 
jumlah semua pidana dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan 
kurungan.  
4) Apabila concursus realis berupa kejahatan-kejahatan ringan yaitu 
Pasal 302 ayat (1) (penganiayaan ringan terhadap hewan),Pasal 352 
(penganiayaan ringan),Pasal 364 (pencurian ringan),Pasal 373 
(penggelapan ringan),Pasal 379 (penipuan ringan), dan Pasal 482 
(penadahan ringan), maka berlaku sistem kumulasi dengan 
pembatasan maksimum pidana penjara 8 bulan.  
c) Perbuatan berlanjut  
Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan 
beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-
perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus 
dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam MvT (Memorie van 
Toelichting), kriteria “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan 




c) Harus ada satu niat, kehendak atau keputusan.  
d) Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya.  
e) Tenggang waktu diantara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu 
lama.  
Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan 
sistem absorbsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan 
bilamana berbeda-beda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana 
pokok yang terberat. Pasal 64 ayat (2) KUHP merupakan ketentuan khusus 
dalam hal pemalsuan dan perusakan mata uang, sedangkan Pasal 64 ayat 
(3) KUHP merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan 
yang terdapat dalam Pasal 364 (pencurian ringan),Pasal 373 (penggelapan 
ringan),Pasal 407 ayat (1) (perusakan barang ringan), yang dilakukan sebagai 
perbuatan berlanjut.  
 
e. Dasar Pemberatan Pidana Khusus  
Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana khusus 
ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau di atas ancaman 
maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal sebab diperberatnya 
dicantumkan di dalam tindak pidana tertentu. Disebut dasar pemberatan 
khusus karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang 
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dicantumkannya alasan pemberatan itu saja, dan tidak berlaku pada tindak 
pidana lain.  
Bentuk-bentuk tindak pidana yang diperberat terdapat dalam 
jenis/kualifikasi tindak pidana pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 363 
dan Pasal 365 KUHP, pada tindak pidana penggelapan bentuk diperberatnya 
diatur dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP, penganiayaan bentuk 
diperberatnya pada Pasal 351 ayat (2),ayat (3) KUHP, Pasal 353 ayat (1),ayat 
(2),dan ayat (3) KUHP, Pasal 354 ayat (1),ayat (2) KUHP, Pasal 355 ayat 
(1),ayat (2) KUHP dan Pasal 356 KUHP, tindak pidana pengrusakan barang 
bentuk diperberatnya ada pada Pasal 409 KUHP dan Pasal 410 KUHP.  
Sebagai ciri tindak pidana dalam bentuk yang diperberat ialah harus 
memuat unsur yang ada pada bentuk pokoknya ditambah lagi satu atau lebih 
unsur khususnya yang bersifat memberatkan.Unsur khusus yang 
memberatkan inilah yang dimaksud dengan dasar pemberatan pidana 
khusus.  
 
f. Dasar Peringanan Pidana  
Dasar-dasar diperingannya pidana terhadap si pembuat dalam 
undang-undang dibedakan menjadi dua, yaitu dasar-dasar diperingannya 
pidana umum dan dasar-dasar diperingannya pidana khusus. Dasar umum 
berlaku pada tindak pidana umumnya, sedangkan dasar khusus hanya 
berlaku pada tindak pidana khusus tertentu saja.  
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1) Dasar Peringanan Pidana Umum  
Menurut Jonkers (A. Zainal Abidin Farid, 2007: 439) bahwa dasar 
peringanan atau pengurangan pidana yang bersifat umum, yaitu:  
a) Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP);  
b) Pembantuan (Pasal 56);  
c) Strafrechtelijke minderjarigheid, atau orang yang belum cukup umur 
(Pasal 45 KUHP).  
Jonkers menjelaskan bahwa hanya Strafrechtelijke minderjarigheid, 
atau orang yang belum cukup umur merupakan dasar peringan pidana yang 
sebenarnya, sedangkan percobaan untuk melakukan kejahatan dan 
pembantuan bukanlah dasar peringanan pidana yang sebenarnya.  
 
g. Dasar Peringanan Pidana Khusus  
Pada sebagian tindak pidana tertentu, ada pula dicantumkan dasar 
peringanan tertentu yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana yang 
disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam tindak 
pidana. Peringanan pidana khusus yang diatur di dalam Buku II KUHP, yaitu:  
1) Pasal 308 KUHP, menetapkan bahwa seorang ibu yang 
menaruh anaknya di suatu tempat supaya dipungut oleh orang 
lain tidak berapa lama setelah anak itu dilahirkan, oleh karena 
takut akan diketahui orang bahwa ia telah melahirkan anak atau 
dengan maksud akan terbebas dari pemeliharaan anaknya, 
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meninggalkannya, maka pidana maksimum yang tersebut dalam 
Pasal 305 dan Pasal 306 KUHP dikurangi sehingga 
seperduanya. Pidana maksimum tersebut dalam Pasal 305 
KUHP ialah lima tahun enam bulan penjara. Jadi pidana 
maksimum yang dapat dijatuhkan oleh hakim kalau terdapat 
unsur delik yang meringankan yang disebut dalam Pasal 308 
(misalnya karena takut diketahui orang bahwa ia telah 
melahirkan) ialah dua tahun dan sembilan bulan. Pasal 306 ayat 
(1) dan Pasal 306 ayat (2) KUHP sesungguhnya mengandung 
dasar pemberatan pidana, yaitu kalau terjadi luka berat, maka 
pidana diperberat menjadi tujuh tahun enam bulan serta kalau 
terjadi kematian orang maka diperberat menjadi sembilan tahun. 
Jadi kalau terdapat unsur "takut diketahui bahwa ia telah 
melahirkan" dapat dibuktikan, maka pidana maksimumnya 
dikurangi dengan seperduanya.  
2) Pasal 341 KUHP mengancam pidana maksimum tujuh tahun 
penjara bagi seorang ibu yang menghilangkan nyawa anaknya 
ketika dilahirkan atau tidak lama setelah itu, karena takut 
ketahuan bahwa ia sudah melahirkan. Ketentuan ini sebenarnya 
meringankan pidana seorang pembunuh yaitu dari 15 tahun 
penjara menjadi tujuh tahun, karena keadaan ibu tersebut. 
Sebenarnya untuk Indonesia kata "takut" harus diganti dengan 
58 
 
perkataan "merasa aib", karena itulah yang terbanyak yang 
menyebabkan perempuan-perempuan membunuh bayinya. 
Pembunuhan bayi dan pembuangan bayi banyak terjadi oleh 
karena menjamumya budaya pacaran yang meniru kehidupan 
orang-orang Barat.  
3) Pasal 342 KUHP menyangkut pembunuhan bayi oleh ibunya 
yang direncanakan lebih dahulu, yang diancam pidana 
maksimum sembilan tahun, sedangkan ancaman Pidana 
maksimum bagi pembunuhan yang direncanakan ialah pidana 
mati, penjara seumur hidup atau dua puluh tahun.  
 
b. Pertimbangan Sosiologis  
Pasal 5 ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000, 
menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan :  
1) Kesalahan terdakwa 
2)  Motif dan tujuan melakukan tindak pidana 
3) Cara melakukan tindak pidana 
4) Sikap batin membuat tindak pidana 
5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku 
6) Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana 
7) Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku 
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8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban 
atau keluarga.  
Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-
asas dan keyakinan yang berlaku di dalam masyarakat. Karena itu 

















A. Lokasi Penelitian 
Penelitan merupakan hal terpenting dari seluruh rangkaian kegiatan 
penulisan suatu karya ilmiah, karena dengan penelitian akan terjawab objek 
permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah. Lokasi penelitian 
adalah suatu tempat atau wilayah di mana penelitian tersebut akan 
dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi penelitian dalam rangka penulisan 
skripsi ini yaitu di Pengadilan Negeri Makassar. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung, 
dalam hal ini berupa data yang terhimpun dari pihak yang terkait yaitu 
hakim. 
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, 
buku-buku, peraturan perundang-undangan, arsip atau data di 
Pengadilan Negeri Makassar, serta bahan atau sumber lain yang 




C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan digunakan beberapa teknik 
pengumpulan data yait sebagai berikut: 
a. Studi Pustaka (Library Research) 
Penelitian ini dilakukan dengan telaah pustaka, dengan cara data-data 
dikumpulkan dengan membaca literatur, surat kabar, hasil kajian, 
undang-undang yang akan dibahas ataupun melalui media elektronik 
yang ada sekarang ini. 
b. Studi Lapangan (Field Research) 
Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data langsung. 
Studi lapangan ini dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut: 
a) Dokumentasi, yaitu cara mendapatkan data yang sudah ada dan 
di dokumentasikan pada instansi yang terkait. 
b) Wawancara, yakni penulis melakukan tanya jawab langsung 
kepada pihak responden dalam hal ini pihak yang terkait, yaitu 
hakim. 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh dari hasil penelitian, selanjutnya akan 
dikumpulkan dan di analisi secara kualitatif yaitu analisi yang menguraikan isi 
serta akan dibahas dalam bentuk pejabaran dengan memberi makna sesuai 
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perundang-undangan yang berlaku sehingga tiba pada kesimpulan yang 
























A. Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Penyalahgunaan 
Narkotika dalam Putusan No. 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks. 
1. Posisi Kasus 
Pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 sekitar pukul 23.00 wita, 
bertempat di rumah Tersangka Ical Setiawan Bin Nudin bertempat di BTP 
Blok AB kota Makassar petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sulsel 
melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Ical Setiawan Bin 
Nurdin Berteman dan langsung masuk kerumah Lelaki. Ical Setiawan saat itu 
juga orang yang ada dalam rumah langsung bersembunyi Lelaki Ical 
Setiawan ditemukan dalam kamar yang bersembunyi dibelakang pintu, Lelaki 
Amiruddin ditemukan dibelakang rumah, Lelaki Faisal ditemukan baring-
baring dikamar tidur dan satu orang melarikan diri sehingga ke tiga orang 
tersebut kami kumpulkan di ruangan tamu kemudian kami memperkenalkan 
diri Bahwa “ kami Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sulsel “ sambil 
memperlihatkan surat perintah tugas kemudian kami menggeledah dan 
menemukan dilantai kamar tamu berupa : 1 (satu) sachet plastik bening 
berisikan kristal bening bernama shabu berat netto 0,0834 gram, 1 (satu) 
sachet bening bekas tempat shabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah 
pireks kaca, 1 (satu) pics plastik bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap 
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shabu (bong) terbuat dari botol bedak yang ditemukan dilantai diruangan 
tamu rumah kontrakan tersangka Ical Setiawan Bin Nurdin dan 1 (satu) 
lembar celana panjang warna hitam corak batik, 1 (satu) buah tas kecil tempat 
emas berisikan : 2 (dua) sachet plastik bening berisikan Kristal bening 
bernama shabu berat  netto 0,5310 gram yang diduga Narkotika shabu, 1 
(satu) pipet plastic yang sudah dimodivikasi sebagai sendok shabu yang 
ditemukan didalam saku celana panjang warna hitam corak batik yang 
bergantung dibelakang pintu kamar peristiwa tersebut terjadi pukul 23.00 wita. 
Saat petugas Kepolisian melakukan introgasi awal oleh Lelaki Ical Setiawan 
dan diakui Narkotika shabu tersebut milik Lelaki Risal yang melarikan diri 
olehnya itu Petugas Dit Res Narkoba mengamankan ketiga orang dan barang 
bukti shabu yang ditemukan dan selanjutnya dibawah kekantor Direktorat 
Narkba Polda Sulsel jalan Perintis Kemerdekaan KM. 16 Makassar untuk 
proses Penyidikan lebih lanjut. 
 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Primair:  
Terdakwa ICAL SETIAWAN Bin NURDIN, pada hari Senin tanggal 05 
Januari 2015 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu 
lain dalam bulan Januari tahun 2015 bertempat di Bumi Tamalanrea Permai 
Blok AB RT. 6 RW. 5 Kec. Tamalanrea Kota Makassar atau setidak-tidaknya 
pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, 
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percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika 
yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau 
menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana 
dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: 
a. Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 sekitar pukul 18.00 
wita, terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada Lk. RISAL 
sebanyak 1 (satu) sachet/paketan seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu 
rupiah) dan sekitar jam 19.30 wita Lk. RISAL sendiri yang 
mengantarkan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa 
menggunakan Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Lk. RISAL 
dan Lk. AMIRUDDIN. 
b. Bahwa terdakwa kurang lebih sudah 15 (lima belas) kali membeli 
Narkotika jenis shabu kepada Lk. RISAL dan semua itu hanya untuk 
terdakwa konsumsi sediri. 
c. Bahwa pada saat terdakwa bersama-sama dengan Lk. RISAL dan Lk. 
AMIRUDDIN sementara memakai Narkotika jenia shabu, petugas dari 
Kepolisian tiba-tiba datang dan melakukan pemeriksaan dan saat itu 
Lk. RISAL melarikan diri lewat pintu belakang. Selanjutnya dilkakukan 
penggeledahan terhadap terdakwa dan Lk. AMIRUDDIN dan 
ditemukan barang bukti berupa: 
1 (satu) buah tas tempat emas berisikan: 2 (dua) sachet Narkotika jenis 
shabu kemasan plastik bening dan 1 (satu) buah sendok shabu yang 
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terbuat dari pipet plastik yang diselip di celaa warna hitam corak batik 
tergantung di belakang pintu dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu 
kemasan plastik bening, 1 (satu) sachet bekas plastik bening, 2 (dua) 
buah korek gas, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) plastic bening kosong, 1 
(satu) buah alat isap yang terbuat dari botol tempat bedak yang 
ditemukan di lantai. 
d. Bahwa terdakwa melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan 
tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak memiliki, menyimpan, 
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman 
berupa Narkotika jenis shabu. 
e. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 
Kriminalistik barang bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik 
Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa 
barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening 
dengan berat netto seluruhnya 0,5310 gram, 1 (satu) sachet plastik 
bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan 
berat netto seluruhnya 0,0834 gram, 1 (satu)  buah sendok dari pipet 
plastik bening, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) set bong 
kesemuanya adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam 
golongan I No. Urut  61 lampiran UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang 
Narkotika, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) bungkus berisi 
sachet plastik kosong, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa 
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ICAL SETIAWAN Bin NURDIN adalah tidak mengandung 
Metamfetamina. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 
112 Ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 (1) 




Terdakwa ICAL SETIAWAN Bin NURDIN, pada hari Senin tanggal 05 
Januari 2015 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu 
lain dalam bulan Januari tahun 2015 bertempat di Bumi Tamalanrea Permai 
Blok AB RT. 6 RW. 5 Kec. Tamalanrea Kota Makassar atau setidak-tidaknya 
pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, 
penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana 
dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: 
a. Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 sekitar pukul 18.00 
wita, terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada Lk. RISAL 
sebanyak 1 (satu) sachet/paketan seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu 
rupiah) dan sekitar jam 19.30 wita Lk. RISAL sendiri yang 
mengantarkan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa 
menggunakan Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Lk. RISAL 
dan Lk. AMIRUDDIN. 
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b. Bahwa terdakwa kurang lebih sudah 15 (lima belas) kali membeli 
Narkotika jenis shabu kepada Lk. RISAL dan semua itu hanya untuk 
terdakwa konsumsi sediri. 
c. Bahwa pada saat terdakwa bersama-sama dengan Lk. RISAL dan Lk. 
AMIRUDDIN sementara memakai Narkotika jenia shabu, petugas dari 
Kepolisian tiba-tiba datang dan melakukan pemeriksaan dan saat itu 
Lk. RISAL melarikan diri lewat pintu belakang. Selanjutnya dilkakukan 
penggeledahan terhadap terdakwa dan Lk. AMIRUDDIN dan 
ditemukan barang bukti berupa: 
1 (satu) buah tas tempat emas berisikan: 2 (dua) sachet Narkotika jenis 
shabu kemasan plastik bening dan 1 (satu) buah sendok shabu yang 
terbuat dari pipet plastik yang diselip di celaa warna hitam corak batik 
tergantung di belakang pintu dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu 
kemasan plastik bening, 1 (satu) sachet bekas plastik bening, 2 (dua) 
buah korek gas, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) plastic bening kosong, 1 
(satu) buah alat isap yang terbuat dari botol tempat bedak yang 
ditemukan di lantai. 
d. Bahwa terdakwa melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan 
tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak memiliki, menyimpan, 
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman 
berupa Narkotika jenis shabu. 
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e. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 
Kriminalistik barang bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik 
Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa 
barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening 
dengan berat netto seluruhnya 0,5310 gram, 1 (satu) sachet plastik 
bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan 
berat netto seluruhnya 0,0834 gram, 1 (satu)  buah sendok dari pipet 
plastik bening, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) set bong 
kesemuanya adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam 
golongan I No. Urut  61 lampiran UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang 
Narkotika, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) bungkus berisi 
sachet plastik kosong, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa 
ICAL SETIAWAN Bin NURDIN adalah tidak mengandung 
Metamfetamina. 
Perbuatan terdakwa sebagaiman diatr dan diancam pidana Pasal 127 
Ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 
 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Tuntutan penuntut umum yang dibacakan pada persidangan hari Rabu, 
Tanggal 03 Juni 2015, dengan fakta-fakta yang terungkap dipemeriksaan 
secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan 
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terdakwa maka penuntut umum yang pokoknya menuntut agar majelis hakim 
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memustuskan: 
a. Menyatakan terdakwa ICAL SETIAWAN Bin NURDIN bersalah 
melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi 
diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. 
RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua. 
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ICAL SETIAWAN Bin 
NURDIN, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi 
selama berada dalam tahanan. 
c. Menyatakan bahwa barang bukti berupa : 
1) 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam corak batik 
2) 1 (satu) buah tas kecil tempat emas berisikan : 
a) 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening 
bersama shabu berat netto seluruhnya 0,05310 gram 
b) 1 (satu) pipet plastik yang sudah di modifikasi sebagai 
sendok shabu 
3) 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening bernama 
shabu berat netto 0,0834 gram 
4) 1 (satu) sachet bening bekas tempat shabu 
5) 2 (dua) buah korek gas 
6) 1 (satu) buah pireks kaca 
7) 1 (satu) plastic bening kosong 
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8) 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) terbuat dari botol bedak, 
Dipakai Dalam Berkas Perkara yang lain 
Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 
5.000,- (lima ribu rupiah). 
 
4. Amar putusan  
M E N G A D I L I : 
a) Menyatakan Terdakwa ICAL SETIAWAN BIN NURDIN terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ; 
b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ; 
c) Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
d) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 
e) Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar celana panjang 
warna hitam corak batik, 1 (satu) buah tas kecil tempat emas berisikan 
: 2 (dua) saset plastic bening berisikan kristal bening shabu berat netto 
0,05310 gram, 1 (satu) pipet plastic yang sudah dimodifikasi sebagai 
sendok shabu, 1 (satu) saset plastic bening beriskan krisal bening 
shabu berat netto 0,0834 gram, 1 (satu) saset bening bekas tempat 
shabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) 
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plastic bening kosong, 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) terbuat dari 
botol bedak. Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk 
digunakan dalam perkara lain ; 
f) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
5. Analisis Penulis 
Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa Ical Setiawan yang telah 
melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. 
Berdasarkan dakwaan maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan 
yang berpotensi terpenuhi diantara Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua. 
Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan 
berdasarkan penilaian Majelis Hakim bahwa dakwaan kedua yang memiliki 
potensi bersesuaian dengan fakta persidangan maka Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. 
No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 
Menurut penulis, penerapan hukum pidana materiil didalam kasus ini 
sudah tepat. Kenapa diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 
2009 itu karena terdakwa terbukti mengkonsusmsi, dan dari hasil tes urine 
terdakwa ICAL SETIAWAN positif sebagai pengguna sedangkan Pasal 112 
ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 itu memiliki, 
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menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I tanpa di 
konsumsi dan hasil tes urine negatif.  
Kemudian apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas 
sebelumnya maka unsur-unsur pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU 
no. 35 Tahun 2009 yang harus dipenuhi agar perbuatan itu dapat dihukum, 
adalah sebagai berikut: 
a) Unsur Barangsiapa 
Yang dimaksud barangsiapa disini adalah siapa saja baik orang 
maupun Badan Hukum sebagai subjek hukum penyandang hak dan 
kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas 
segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini 
“barangsiapa” yang dimaksudkan berwujud orang dan menunjukan 
kepada terdakwa ICAL SETIAWAN Bin NURDIN yang 
dipersidangan telah mengakui dan membenarkan identitasnya. 
Selain itu, didalam persidangan terdakwa dapat pula mengerti dan 
menjawab serta menanggapi dengan baik pertanyaan yang 
diajukan kepadanya serta dapat pula menilai barang bukti maupun 
keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Dengan demikian 
dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa telah dewasa, 
berakal sehat, dan tidak terganggu jiwanya sehingga oleh hukum 
dianggap cakap/ mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan 
yang dilakukannya. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan 
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terdakwa sendiri yang pada setiap persidangan yang diikutinya 
selalu menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta 
bersedia untuk mengikuti persidangan. Dengan demikian unsur ini 
telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. 
 
b) Unsur secara Tanpa Hak atau melawan hukum 
menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri  
Tentang unsur “Tanpa Hak” ini berarti pada diri terdakwa tidak 
mempunyai hak atau kewenangan untuk itu, walaupun ada 
haruslah disertai dengan izin yang sah dari yang berwenang, 
sedangkan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” berarti ada 
ketentuan hukum atau peraturan yang bertentangan dengan hal 
tersebut. Yaitu terdakwa telah mengkomsumsi shabu-shabu 
sebelum tertangkap serta dihubungkan pula dengan hasil 
pemeriksaan Urine terdakwa dinyatakan positif mengandung 
Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran 
UU RI No.35 Tahun 2009. Kemudian Terdakwa menggunakan 
Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari yang berwenang, 
sehingga dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan 
bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menggunakan 
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narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan.  
Berdasarkan uraian diatas maka penulis berkesimpulan bahwa 
seluruh unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi dan telah 
membawa majelis hakim pada kekeyakinan bahwa terdakwa telah 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
“Menggunakan narkotika bagi diri sendiri” sesuai dengan Pasal 127 
ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 dan menjatuhkan sanksi 
pemidanaan kepada terdakwa ICAL SETIAWAN Bin NURDIN. 
 
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap 
Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika putusan No. 
516/Pid.Sus/2015/PN.Mks. 
1. Pertimbangan hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap 
Terdakwa dalam Putusan No. 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks. 
Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang 
diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim 
membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai 
dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik 
yang bersifat formal maupun yang bersifat materiil, sampai dengan adanya 
kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif dapat dihindari, tentu saja 
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diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap 
atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak 
ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi 
kalangan teoritisi maupun kalangan praktisi hukum serta kepuasan nurani 
sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh pengadilan yang 
lebih tinggi.  
Pertimbangan hakim terhadap terdakwa sebagai berikut: 
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa 
Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan yaitu 
melanggar pasal sebagaimana dalam dakwaan; 
Kesatu Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dan 
Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 209 Tentang 
Narkotika; 
Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah 
menhadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya 
dibawah sumpah yakni : 1. Saksi HERIANTO dan 2. Saksi MUH. TAUFIK 
sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan; 
Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi 
tersebut; 
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan 
Terkawa sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara; 
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Menimbang, bahwa keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa telah 
saling bersesuaian sehingga melahirkan kesimpulan bahwa Terdakwa telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pidana 
“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana 
diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang 
Narkotika sebagai mana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum; 
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana 
didakwakan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang 
setimpal dengan perbuatannya tersebut serta Terdakwa dibebani untuk 
membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini; 
Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim 
tidak menemukan adanya alas an pembenar maupn pemaaf yang dapat 
menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka terdakwa 
haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan 
rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat; 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, 
maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan selurhnya 
dari pidana yang dijatuhkan kepadanya; 
Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang 
akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal 
yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut; 
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Hal-hal yang memberatkan : 
a. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya 
memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara Ilegal; 
b. Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda 
lainnya; 
c. Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya; 
Hal-hal yang meringankan : 
a. Terdakwa mengakui perbuatannya; 
b. Terdakwa sopan dalam persidangan; 
c. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi 
 
2. Analisis Penulis 
Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (vonis) 
yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap 
terdakwa yang bersalah, dan didalam putusan itu hakim menyatakan 
pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi 
amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang 
harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan 
pidana terhadap terdakwa.  
Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat 
bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh 
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keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan 
terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 184 
KUHAP.  
Selain dari apa yang dijelaskan penulis diatas, yang perlu dilakukan 
oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa 
tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah 
ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan 
kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan 
atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf 
atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. 
Dalam Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks, penulis sependapat 
dengan Putusan Majelis Hakim yang menilai bahwa diantara 2 (dua) dakwaan 
yang didakwakan kepada terdakwa, maka yang terbukti didepan persidangan 
adalah Dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. 
No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena memang unsur-unsur dari 
pasal inilah yang terbukti sebagai fakta didepan Persidangan Pengadilan, 
sehingga tepatlah Amar/Isi Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa 
ICAL SETIAWAN BIN NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I 
bagi diri sendiri”. 
Dalam Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks, proses pengambilan 
keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai 
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dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis 
sebelumnya, yaitu berdasarkan alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, 
alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan terdakwa, 
keterangan saksi-saksi, dan alat bukti surat hasil pemeriksaan Narkotika 
secara Laboratoris Kriminalistik yang menyatakan bahwa semua alat bukti 
adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I  No. Urut 61 
Lampiran UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Lalu kemudian 
mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban atas perbuatan yang 
dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, 
terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. 
Selain hal diatas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembenar 
atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum 
perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim melihat hal-hal yang memberatkan yaitu 
perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya 
memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika secara ilegal, perbuatan 
Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya, dan 
terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya. Adapun hal-hal yang 
meringankan adalah Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa sopan 
dalam persidangan, dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak 
mengulangi lagi. 
Berdasarkan uraian di atas serta hasil wawancara dengan Hakim 
Anggota yaitu Suparman Nyompa, S.H., M.H maka penulis berkesimpulan 
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bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan ini 
telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pada semua fakta-




















Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka Penulis 
dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim terhadap tindak pidana 
Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam Putusan 
Perkara Nomor 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks telah tepat. Jaksa Penuntut 
Umum menggunakan 2 (dua) dakwaan, yaitu: Primair Pasal 112 Ayat 
(1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU. 
RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika , dan Subsidiair Pasal 127 
Ayat (1) huruf a UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Diantara 
unsur-unsur kedua Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut 
Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
adalah Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang 
Narkotika. Dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling 
mencocoki. 
2. Pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana 
Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam 
menjatuhkan pemidanaan telah tepat karena Hakim dalam perkara 
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Nomor 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks menjatuhkan pemidanaan 
berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti 
surat yang menurut Pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti yang sah. 
Selanjutnya alat-alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang 
terungkap dalam persidangan yang meyakinkan hakim bahwa tindak 
pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri benar-
benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.  
 
B. Saran 
1. Pemerintah harus menggalakkan sosialisasi UU Narkotika yang baru, 
sehingga dapat meningkatkan eksistensi Badan Narkotika Nasional 
(BNN) bersama dengan Polri, serta meningkatkan kesadaran hukum 
masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika di Indonesia.  
2. Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat 
tentang bahaya Narkoba harus mengoptimalkan peran serta 
masyarakat dalam pemberantasannya. Hal ini dapat dilakukan melalui 
penyuluhan Narkoba sampai ketingkat RT/RW mengenai bahaya 
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Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
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